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ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pelaksanaan program jaring
pengaman sosial bidang kesehatan khususnya pada jenis kegiatan pelayanan kebidanan
dan rujukan rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini lebih memfokuskan pada
bentuk evaluasi proses, yaitu ingin melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Metode penelitian yang diambil dengan cara
survei dan teknik analisisnya dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan
kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (l) Ada perubahan kriteria
penentuan kelornpok sasaran; (2) Target cakupan pelaksanaan program sampai tahun
kedua belum dapat terpenuhi. Namun demikian, persentase cakupan dari kelompok
sasaran yang terlibat di dalam program menunjukkan angka yang cukup besar; (3)
Program dipandang mampu memberi mantaat yang besar bagi masyarakat kelornpok
sasaran; (4) Keberadaan program dapat drjadikan sarana untuk lebih mernberdayakan
para bidan desa/puskesmas; (5) Keberadaan dukun bayi hendaknya dijadikan mitra bagi
para bidan dalam membantu proses persalinan sehingga tidak menjadi taktor penghambat
dari pelaksanaan program.
Kata kunci : Evaluasi program, pelayanan kebidanan dan rujukan rumah sakit
ABSTRACT
The study on which this article was based aimed at evaluating the implementation
of the sosial safety net program in the field of health, particularly the rnidwives services
and hospital references in Banyumas district. The study tbcused on the tbnn of process
evaluation, i.e., to find out whether the irnplernentation f the program was in line with
those stipulated in the guidance. The study which was a survey applied the quantitative
and qualitative analysis techniques. The study concluded the tollowings: (l) there was a
change in criteria of the talget group. In the beginning, the criteria emphasized the
poverty more than the physical condition; (2) the target of prograni implernentation
coverage was not rnet until the second year. However, the coverage percentage of the
target group involved was large enough; (3) the prograrn was considered to be able to
benefit the target group; (4) the program could be used as a mean to empower the rural
rnidwives of the community health centers more; (5) the traditional midwives should be
regarded as partners by the medical rnidwives in assisting childbirth process in order not
to be an irnpeding factor for the implementation of the program.
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PENDAHULUAN
Munculnya krisis ekonomi di
Indonesia membuat jumlah penduduk
miskin, yang semula sudah dapat
ditekan, kembali rneningkat. Pada tahun
1996 penduduk miskin di Indonesia
hanya berjumlah 22,5 jilajiwa atau se-
banyak 13,3 persen dari jumlah pendu-
duk. Pada tahun 1998 penduduk miskin
bertambah rnenjadi sebanyak 79,4 juta
jiwa atau sebesar 39,1, persen dari
seluruh jumlah penduduk (BPS, 1998).
Meningkatnya jumlah penduduk
miskin akibat terjadinya krisis juga
dialami Kabupaten Banyumas. Sebelum
terjadinya krisis (tahun 1995) jumlah
p e n d u d u k  m i s k i n  d i  K a b u p a t e n
Banyumas yang terdiri dari keluarga pra
KS, KS I dan pengangguran sebanyak
3,13 persen atau 41.I54 jiwa, dan pada
tahun 1997 setelah krisis ekonomi
junlah penduduk miskin di Kabupaten
Banyumas bertambah menjadi 185.795
jiwa atau sekitar 12,89 persen dari
jumlah penduduk (Kantor Bappeda Kab.
Banyumas 1999).
Terjadinya peningkatan kembali
jumlah penduduk miskin di Indonesia
menempatkan kemiskinan sebagai isu
penting yang harus segera diatasi. Ada
beberapa alasan mengapa kemiskinan
merupakan isu yang pent ing di
Indonesia. Pertama, gejala kemiskinan
berkaitan dengan tingkat kesejahteraan
rakyat, khususnya dalam usaha peme-
nuhan kebutuhan pokok. Kedua, gejala
kemiskinan merupakan kondisi yang
kurang menguntungkan karena akses
terhadap berbagai fasil i tas sosial,
ekonomi dan politik cenderung menjadi
terbatas. Ketiga, kondisi kemiskinan
menungkinkan kaum miskin untuk
melakukan hal-hal yang spekulatif dan
negatif, misalnya melibatkan diri dalam
berbagai bentuk kriminalitas. Keempat,
gejala kerniskinan itu sendiri penting
karena dapat digunakan sebagai standar
penilaian sampai seberapa jauh peme-
rintah telah berhasil melaksanakan tugas
pembangunan (Keban, 1985).
Beberapa upaya telah dilakukan
oleh Pemerintah untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin di Indonesia
yang ditempuh dengan menetapkan
kebijakan ekonomi pada skala makro
maupun pada skala mikro. Kebijakan
ekonomi makro berorientasi pada
"pertumbuhan",  sedangkan untuk
rnewujudkan pemerataan dan penang-
gulangan kerniskinan, dilakukan melalui
efek tetesan ke bawah (trickle dovw
effect). Kebijakan ekonomi mikro
dilakukan secara langsung (dirrect
anack) terhadap masalah kemiskinan,
baik yang ingin dicapai maupun strategi
amal, kasih sayang (chartry strategy),
maupun rnelalui strategi pemberdayaan
dan pemampuan ('ljokrowinoto, 1,995).
Kebijakan ekonomi rnakro yang
berorientasi pada pertumbuhan menca-
kup antara lain (1) kebijakan nilai-tukar
secara aktif (active exchange-rate
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policy) antara lain melalui devaluasi dan
sisterr devisa mengarnbang yang ber-
tujuan mempertahankan stabilitas neraca
pembayaran dan mempertahankan per-
tumbuhan ekonomi; (2) sistem anggaran
berimbang; (3) berbagai kebijakan
fiskal yang bertujuan mengendalikan
pengeluaran negara, mernobil isasi
sumber dana dan menekan defisit; (4)
pengelolaan hutang secara sehat (sound
debt management); reformasi perpajak-
an dan perdagangan; deregulasi yang
dimaksudkan untuk rneningkatkan
efisiensi, memperbesar daya saing dan
rnernobilisasi sumber ('ljokrowinoto,
1995).
Kebijakan ekonomi mikro berupa
penanggulangan secara langsung masa-
lah kemiskinan pada dasarnya dapat
dibedakan menjadi (1) kebijakan yang
dimaksud untuk meningkatkan perrber-
dayaan dan pemberian kemampuan ma-
syarakat miskin agar mampu mengakses
program pembangunan bagi pening-
katan kesejahteraan mereka, dan (2)
kebijakan yang berupa pemberian
bantuan usaha secara langsung kepada
masyarakat rniskin.
Salah satu kebijakan ekonomi
mikro untuk rnenanggulangi masalah
kerniskinan yang disebabkan oleh
terjadinya krisis ekonomi di Indonesia
adalah dilaksanakannya Program Jaring
Pengaman Sosial (JPS). Program ini
secara umum bertujuan untuk (1) meng-
angkat kondisi sosial ekonomi masyara-
kat yang terpuruk akibat dampak krisis
ekonorni; (2) meningkatkan kemampuan
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dan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pelestarian program. Secara khusus
Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
ini bertujuan untuk (1) meningkatkan
kemampuan daya beli masyarakat
miskin, (2) menggerakan kembali roda
ekonomi produktif skala kecil dan
mikro, (3) menambah lapangan kerja
melalui peningkatan pelayanan sarana
dan prasarana sosial ekonomi skala
k o m u n i k a s ;  ( 4 )  m e n i n g k a t k a n
perlindungan kehidupan sosial dasar
masyarakat terutama pada bidang
pendidikan dan kesehatan, Untuk
mengetahui apakah Program Jaring
Pengaman Sosial dapat mencapai tujuan
sepert i  yang diharapkan, penel i t i
tertarik untuk mengevaluasi bagaimana
proses pelaksanaan Program Jaring
Pengaman Sosial serta dampaknya pada
masyarakat penerima program.
Penelitian ini dirnaksudkan untuk
mengevaluasi bagaimana pelaksanaan
Program Jar ing Pengaman Sosial
Bidang Kesehatan pada jenis kegiatan
Pelayanan Kebidanan dan Rujukan
Rumah Sakit di Kabupaten Banyumas,
serta mengetahui berbagai faktor
pengharnbat dan pendorong pelaksanaan
Program Jar ing Pengaman Sosial
Bidang Kesehatan pada jenis kegiatan
Pelayanan Kebidanan dan Rujukan
Runah Sakit di Kabupaten Banyumas.
Selain itu, penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengem-
bangan studi evaluasi kebijakan publik
serta menghasilkan rekomendasi yang
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dapat membantu keefektifan pelayanan
program JPS Bidang Kesehatan khusus-
nya kegiatan Pelayanan Kebidanan dan
Rujukan Rumah Sakir.
METODE PENEI-ITIAN
Sasaran dari penelitian ini adalah
pelaksana dan penerima prograrn Jaring
Pengarnan Sosial Bidang Kesehatan
k h u s u s n y a  p a d a  j e n i s  k e g i a t a n
Pelayanan dan Rujukan Rurnah Sakit.
Mereka adalah para Bidan Desa
pelaksana program dan ibu hamil dari
keluarga prasejahtera dan sejahtera I di
Kabupaten Banyumas. Lokasi penelitian
didasarkan pada wilayah kerja puskes-
mas yang ada di Kabupaten Banyumas,
Tabel 1. Jumlah Sampel
Bidan Puskesmas. Sampel untuk pus-
kesmas di wilayah Kotatip yang diambil
adalah Puskesmas Purwokerto Utara I
dan Puskesmas Purwokerto Utara II.
Sampel untuk Puskesmas di luar Koatip
yang d iambi l  ada lah  Puskesmas
Ke du ng  bante  ng  dan Pu s  kesmas
Baturaden I. Dari tiap sarnpel lokasi
diarnbil responden yang ber:upa seluruh
Bidan Desa dan Bidan Puskesmas yang
ada serta ibu hamil dari keluarga miskin
dalam lingkup kerja dari Puskesmas
sampel. Jumlah sampel dari kelompok
sasaran diambil 5 persen (Singarimbun
dan Sofian Effendi, 1983). Jumlah
sampel dari berbagai kriteria di atas
terlihat seperti pada Tabel di bawah ini.
Penelitian dilaksanakan dengan
menggunakan metode survei, sedangkan
teknik pengumpulan data dengan meng-
gunakan kuesioner, interview, doku-
mentasi dan observasi. Pendekatan yang
digunakan untuk mengolah data adalah
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN.
Dari berbagaijenis kegiatan pada
Program JPS-BK, penelitian ini hanya
memfbkuskan pada analisis pelaksanaan
yaitu sebanyak 39 Puskesmas. Teknik
penganbilan sampel yang digunakan
adalah qrea sampling untuk menentukan
wilayah kerja puskesmas. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara rnembagi
wilayah kerja Puskesmas menjadi dua,
yaitu wilayah Kotatip dan di luar
Kotatip. Pernbagian ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa Puskesmas yang
berada di l(otatip hanya merniliki Bidan
Puskesmas, sedangkan yang berada di
luar Kotatip rnerniliki Bidan Desa dan
Puskesmas Sampel
Bidan
Jml. Bumil
dan Gakin
Jml. Sampel
Bunil Gato-n
Pwt, Utara I
Pw. Utara II
Batunaden I
Kedungbanteng
Jumlah
3
3
6
t4
26
43
247
685
491
r466
2
1 2
34
25
73
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Pelayanan Kebidanan dan Rujukan
Rurnah Sakit. Untuk mengukur keber-
hasilan suatu pelaksanaan pembangunan
dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu
dimensi kesesuaian program dengan
policy guideline dan dimensi pencapaian
target group kelornpok sasaran. Atas
dasar hal tersebut, analisis dalam
penelit ian ini menggunakan kedtta
pendekatan tersebut.
Dimensi l(esesuaian dengan Policy
Guideline
Dimensi ini rnelihat kesesuaian
antara pelaksanaan program dengan
aturan yang dibuat oleh pembuat pro-
gram seperti yang tercantum di dalam
juklak.
Penentuan kelompok sasaran
Menurut buku petunjuk pelak-
sanaan program, kelornpok sasaran dari
program ini adalah ibu hamil dari
keluarga miskin. Ada perbedaan kriteria
yang dimaksud dengan keluarga miskin
menurut juklak program pada tahun
pertama dan tahun kedua. Pada pelak-
sanaan tahun pertama yang dimaksud
dengan keluarga rniskin adalah keluarga
yang masuk dalarn kriteria Pra KS dan
KS-1. Pada pelaksanaan tahun kedua
yang dimaksud dengan keluarga miskin
adalah (1) keluarga yang tidak bisa
makan 2 kali sehari, (2) keluarga yang
tidak dapat menyehatkan anak/anggota
keluarga yang sakit ke pelayanan
kesehatan. (3) keluarga terkena PHK
rnassal, serta pada (4) Keluarga yang
m.erniliki anak putus sekolah karena
alasan ekonomi.
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Apabila kita mengacu pada pen-
dapat Mier (Molo, 1995), bahwa yang
dimaksud dengan kemiskinan adalah
"The failure to have certain mtnimum
capabilities", maka kemiskinan sebe-
narnya mengacu pada standar kemam-
puan minimum tertentu, terutama yang
dikaitkan dengan pendapatan dan
pernenuhan kebutuhan pokok. Atas
dasar hal penentuan kriteria miskin pada
pelaksanaan prograln tahun pertama dan
kedua sebenarnya telah memenuhi per-
syaratan. Oleh karena itu, sebenarnya
tidak perlu dilakukan penggeseran
makna kemiskinan untuk kr i ter ia
kelompok sasaran.
Untuk dapat memanfaatkan
program, kelompok sasaran yang sudah
ditentukan diberi Kartu Sehat. Pelayan-
an pemanfaatan prograrn oleh kelompok
sasaran hanya bisa dilakukan apabila
yang bersangkutan menunjukkan kartu
sehat tersebut. Pernberian kartu sehat
sekaligus digunakan sebagai kontrol
bagi pengelola yaitu Bidan Desa/
Puskesrras terhadap pasien lain yang
tidak masuk dalam kategori keluarga
miskin.
Dari hasil wawancara dengan
pengelola diperoleh informasi bahwa
pada pelaksanaan tahun pertama kadang
ditemukan pemanfaatan kartu sehat oleh
mereka yang seharusnya tidak rnasuk
dalam kategori rniskin. Hal ini bisa
terjadi karena pemberian kartu sehat
kepada yang berhak dilakukan oleh
pihak desa dan bukannya pengelola.
Penyimpangan ini biasanya dilakukan
... ... (Bambang Tri Harsanto dan Simin)
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karena unsur hubungan keluarga atau
unsur pertemanan dengan perangkat
desa. Penyimpangan kartu sehat tetap
dilayani karena pengelola khawatir
dianggap tidak rnendukung program.
Seperti diungkapkan oleh seorang Bidan
(su)
"Kartu sehat mestinya hanya
diberikan kepada keluarga miskin.
Namun kadang terjadi mereka yang
sebenarnya tidak termasuk rniskin
melakukan pemeriksaan keharlilan
dengan menggunakan kartu sehat.
Namnn karena pembebasan biaya
dengan kartu sehat relatif kecil yai-
tu sebesar seribu lima ratus rupiah,
maka mereka tetap dilayani. Lagi-
pula saya juga tidak mau dianggap
menghambat program JPS".
Namun demikian pada pelaksa-
naan tahun kedua, penggunaan kartu
sehat mulai ditertibkan. Penggunaan
kartu sehat oleh yang tidak berhak tidak
lagi dilayani. Berkenaan dengan hal
te rsebut ,  semua responden dar i
kelompok pengelola yaitu para Bidan
Desa/Puskesmas mengaku mengetahui
masyarakat miskin di  l ingkungan
ker janya,  karena mereka se la lu
melakukan pendataan keluarga rniskin
di  wi layah ker ja masing-masing.
Bahkan pada pelaksanaan program di
wilayah kerja Puskesmas Baturaden I
kelompok sasaran yang melakukan
persalinan dengan memanfaatkan jasa
bidan praktek swasta tidak dapat
mengklairn biaya persalinan dari dana
JPS-BK karena mereka dianggap cukup
mampu.
Pelaksanaan kegiatan
Menurut buku petunjuk pelaksa-
naan program JPS-BK, prograrn pela-
yanan kebidanan dan rujukan rumah
sakit merupakan program pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
miskin yang meliputi kegiatan :
1. Pelayanan antenatal standar 4 kali
selama kehamilan;
2. Pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan;
3. Pelayanan ifas staudar 3 kali;
4. Pertolongan pertama atau penangan-
an kegawatan obsteri neonatal dan
rujukan ke Puskesmas atau Rumah
Sakit Kabupaten/Kota.
Indikator untuk melihat keberha-
silan pelaksanaan program dengan
menggunakan tingkat persentase cakup-
an dari masing-masing kegiatan kun-
jungan pertama ibu hamil pada tenaga
kesehatan (K1), kunjungan ibu hamil
pada tenaga kesehatan minimal empat
kali (K4), persalinan oleh tenaga kese-
hatan (PN), kunjungan nifas (KN) dan
resiko tinggi untuk rujuk ke Puskesrnas/
Rurnah Sakit Kabupaten seperti pada
Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini.
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Kategori tindakan Prosentase
cakupan
Target sasaran
K1
K4
PN
KN
RESTI
100
82,3
70,75
86,83
e-62
100
95
90
90
10
63
Tabel 2. Realisasi dan Target Cakupan Pelaksanaan Program Pelayanan Kebidanan dan
Rujukan Rumah Sakit Tahun Pertama
Sumber : Laporan tahunan pertama pelaksanaan progrtlm JPS-BK Kabupaten Banyumas
1999.
Tabel 3. Realisasi dan Target Cakupan Pelaksanaan Program Pelayanan Kebidanan dan
Rujukan Rumah Sakit Tahun Kedua (sampai Oktober 2000)'
Sumber : Laporan tahunan pertama pelaksanaan program JPS-BK Kabupaten Banyumas
2000.
Dari Tabel2 dan 3 terlihat bah-
wa apabila target sasaran dibandingkan
dengan persentase cakupan, pelaksanaan
program pelayanan kebidanan dan
rujukan rumah sakit baik pada pelak-
sanaan tahun pertama maupun tahun
kedua memang belum menunjukkan
hasil yang maksimal. Namun demikian,
terlihat bahwa persentase cakupan
pelayanan dari kegiatan ini telah dapat
menjangkau pada sebagian besar
sasaran program. Berikut dijelaskan
analisis dari rnasing-masing kegiatan
pada tabel di atas.
Kegiatan Ante Natal Care (ANC)
Hasil penelitian terhadap pene-
rima program dapat digunakan untuk
menjelaskan tingkat cakupan pada tiap
Implementasi Program Jaring Pengamau Sosial
kategori tindakan seperti pada Tabel 2
dan 3 di atas. Tidak tercapainya target
sasaran pada kegiatan ANC (K1-K4) di-
sebabkan karena banyak penerima pro-
gram ketika melakukan kegiatan ANC
lupa atau sengaia tidak membawa karfu
sehat. Berdasarkan wawancara dengan
tenaga bidan, diperoleh keterangan bah-
wa apabila pasien rnelakukan pemerik-
saan.ANC dengan tidak membawa kartu
sehat, mereka dimasukkan ke dalam
kelompok pasien biasa dengan dipungut
biaya Rp. 1.500,00 meskipun sebenar-
nya mereka termasuk ibu hamil dari
keluarga miskin. Tabel berikut menje-
laskan persentase responden dari kelom-
pok sasaran yang tidak memanfaatkan
kartu sehat dalam perneriksaan ANC.
...... (Bambang Tri Harsanto dan Simin)
Katesori tindakan Prosentase cakupan Target sasaran
ANC
PN
KN
RESTI
98,35
81,64
76,16
10.70
100
90
90
10
64
Tabel 4. Persentase Responden Penerima Program yang Tidak Memanfaatkan Kartu
Sehat dalam Pemeriksaan ANC (N:73)
No Jenis kegiatan iumlah prospntase
l.
2,
Memanfaatkan kartu sehat
Tidak memanfaatkan kartu sehat
5 1
22
69,86
30.14
Jumlah 73 100
Sumber : Data primer.
Tabel 5. Alasan Responden Tidak Memanfaatkan Kartu Sehat (N:22)
Dari tabel di atas terlihat bahwa
30,t4 persen responden tidak meman-
faatkan kartu sehat dalam melakukan
k e g i a t a n  p e m e r i k s a a n  A N C  d i
Puskesmas. Alasan mengapa responden
tidak memanfaatkan kartu sehat terlihat
seperti pada tabel di bawah ini.
merasa tidak mamPu, misalnYa untuk
melahirkan, sedangkan apabila hanya
untuk kegiatan ANC Yang hanYa mem-
butuhkan biaya- Rp. 1.500,00 mereka
lebih memilih mengeluarkan biaYa
sendiri. Namun demikian, sebenarnya
perlu toleransi bagi mereka unnrk tetap
dibebaskan dari kewajiban membayar
biaya perawatan meskipun mereka tidak
membawa kartu sehat. APalagi 77,28
persen dari mereka Yang tidak mem-
bawa kartu sehat dikarenakan "lupa"
atau karena kartu "hilang".
Kegiatan persalinan dengan Tenaga
Kesehatan (PN
Tidak tercaPainYa target sasaran
pada kegiatan persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN) sebagian disebabkan
kelompok sasaran lebih suka meminta
bantuan kepada dukun baYi dalam
Cukup menarik mencermati
Tabel 5 di atas yang menggambarkan
alasan penerima program tidak meman-
faatkan kartu sehat. Ada 22,72 persen
responden yang merasa malu meman-
faatkan kartu sehat. Sedangkan sisanya
sebanyak 77,8 persen tidak memanfaat-
kan kartu sehat karena lupa atau karnl
sehat yang dimilikinya hilang.
Mereka yang merasa malu meng-
gunakan kartu sehat menunjukkan bah-
wa mereka hanya mau memanfaatkan
program JPS-BK karena benar-benar
No Alasan Tidak Menggunakan
Kartu Sehat
Jumlah Prosentase
1
2
J
Karena lupa
Karena hilang
Karena malu
1 3
4
5
59,10
I  8 ,18
22,72
Jumlah 22 100
Sumber : Data Primer.
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membantu proses kelahiran daripada
meminta bantuan kepada bidan. Berikut
ditampilkan tabel frekuensi persalinan
oleh tenaga kesehatan.
Tabel 6. Frekuensi Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (N:73)
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motivasi tertentu.
Dar i  berbagai  a lasan yang
dikemukakan tersebut, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan oleh pengelola
program agar proses persalinan lebih
bisa ditangani oleh tenaga Bidan, yaitu:
a. Adanya kekhawatiran bahwa memin-
ta bantuan bidan untuk rnelahirkan
akan mengeluarkan biaya yang lebih
b e s a r  m e n c e r m  i n k a n  b a h w a
sosialisasi tentang program JPS-BK
khususnya pada kegiatan pelayanan
kebidanan masih kurang dilakukan,
atau paling tidak sosialisasi program
belurn mencapai sasaran. Mereka
tidak mengetahui bahwa dengan me-
manfaatkan program ini pertolongan
kelahiran oleh tenaga bidan tidak
dipungut biaya.
b. Perlu dilakukan peningkatan profesi-
onalisme oleh tenaga bidan dalam
menjalankan tugasnya sehingga
pasien tidak semata-maia dianggap
sebagai  obyek dar i  peker jaan
mereka. Peningkatan profesionalisme
dalam bekerja akan menumbuhkan
rasa s impat i  pas ien  te rhadap
pekerjaan yang dilakukan oleh Bidan
dalam membantu kelahiran.
Tabel di atas menunjukkan bah-
wa 8,22 persen, responden lebih suka
meminta bantuan kepada dukun bayi
dalam membantu kelahiran bayi
mereka. Hasil wawancara kepada mere-
ka menyangkut alasan mengapa mereka
lebih menyukai memanfaatkan dukun
bayi untuk membantu kelahiran, yaitu
karena :
a. Melahirkan dengan meminta per-
tolongan dukun bayi membutuhkan
biaya relatif lebih murah.
b. Perawatan dukun bayi kepada pasien
memiliki frekuensi lebih lama jika
dibandingkan dengan Bidan, yaitu
dar i  mulai  persiapan sebelum
melahirkan sampai tujuh hari atau
bahkan empat puluh hari sesudah
rnelahirkan.
c. Dukun bayi dianggap memiliki sen-
tuhan kemanusiaan yang lebih baik.
Misalnya, apabila pasien mengalami
kesulitan kontraksi, Bidan lebih suka
member ikan sunt ikan  pemacu
sementara dukun bayi membimbing
pasien dengan memberikan motivasi-
No Bantuan Tenaga Kesehatan Jumlah Presentase
L
2.
Bantuan Bidan
Bantuan Dukun bavi
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6
97,78
8-22
Jumlah 73 100
Sumber : Data Primer.
lmplementasi Program Jaring Pengaman Sosial ...... (Bambang Tri Harsanto dan Simin)
66
Kegiatan Kunjungan Nifas (KN)
Dari Tabel 2 dan 3 diketahui
bahwa target sasaran dalam kegiatan
Kunjungan Nifas (KN) pada tahun
pertama dan kedua juga tidak terpenuhi.
Dari hasil wawancara dengan responden
dari kelompok sasaran ternyata sebagian
menganggap bahwa proses kelahiran
merupakan kegiatan alarni yang sela-
yaknya terjadi pada kaum perempuan.
Oleh karena itu, mereka menganggaP
bahwa lemahnya kondisi kesehatan
sehabis melahirkan dianggap sebagai
sesuatu yang biasa saja dan nantinya
akan sembuh dengan sendir inYa.
Artinya, mereka tidak lnenganggap
lemahnya kondisi kesehatan sehabis me-
lahirkan harus dipulihkan dengan pera-
watan sebagaimana orang baru sernbuh
dari sakit. Atas dasar hal tersebut
banyak para ibu yang sehabis melahir-
kan tidak melakukan perawatan khusus
untuk rnernulihkan kondisi mereka.
Rujukan untuh kelonrpok risiko
tinggi
Pada tahun kedua, kegiatan ini
telah memenuhi target sasaran. Namun,
pada tahun pertama kegiatan ini justru
tidak dapat memenuhi target sasaran.
Hasil wawancara yang diperoleh dari
responden pada kelompok pengelola
diperoleh informasi bahwa kelompok
sasaran yang memiliki risiko tinggi
tidak mendapatkan pelayanan yang se-
mestinya dengan dirujuk ke Puskesmas
atau Rumah Sakit KabupateniKota
karena keberadaan mereka tidak ter-
deteksi. Hal ini adalah karena mereka
melakukan pertolongan kelahiran
melalui tenaga dukun bayi.
Tempat Pelayanan
Menurut buku petunjuk Pelaksa-
naan program, pelayanan dari kegiatan
pelayanan kebidanan dapat dilakukan di
Polindes, Rumah Bidan dan Posyandu.
Pelayanan juga dilakukan melalui
kunjungan rumah, sedangkan rujukan
dilakukan di Puskesmas, atau di Rumah
Sakit Kabupaten/Kota.
Namun demikian, dari hasil
penelitian yang dilakukan baik pada
responden dari pengelola maupun dari
kelompok sasaran secara ulnum,
kegiatan ANC (kegiatan K 1-K4)
dilakukan di Puskesmas, persalinan
d e n g a n  t e n a g a  k e s e h a t a n  ( P N )
dilakukan di rumah Pasien dengan
menghadirkan tenaga Bidan. Sedangkan
keg ia tan  kun jungan n i fas  (KN)
dilakukan oleh bidan dengan melakukan
kunjungan ke rumah pasien.
Pada pelaksanaan tahun Peruama,
beberapa penyimpangan pernah dilaku-
kan yaitu kegiatan pelayanan kesehatan
dilakukan pada Bidan praktek swasta
atau di Puskesmas di luar lingkuP
wilayah domisili dari kelornpok sasaran.
Namun, pada pelaksanaan tahun kedua,
k h u s u s n y a  u n t u k  w i l a Y a h  k e r j a
Puskesmas di luar wilaYah KotatiP
kegiatan tersebut idak lagi dibenarkan.
Hal ini dilakukan dengan pertirnbangan
untuk memberdayakan Para Bidan
Desa, sehingga tidak ada lagi Bidan
Desa yang menganggur karena tidak
ada pasien. Namun untuk wilaYah
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Kotatip, pelayanan kebidanan masih
mungkin melayani pasien yang berdo-
misili di luar wilayah kerja Puskesmas
masing-masing. Pelayanan pada Bidan
praktek swasta tidak lagi dibenarkan.
D i m e n s i  I ( e s e s u a i a n  d e n g a n
Kelompok Sasaran
Dimensi  kesesuaian dengan
kelompok sasaran diukur dari tingkat
kernanfaatan program bagi kelompok
sasaran serta tingkat kualitas pelayanan
yang diterima oleh kelompok sasaran.
Manfaat program
I{asil penelitian kepada kelom-
pok sasaran rnenunjukkan bahwa semua
responden mengatakan bahwa program
memberikan manfaat yang positip
berupa pemberian pelayanan kesehatatt
keharnilan oleh tenaga kesehatan.
Dengan adanya prograrn ini mereka
menjadi merasa lebih aman dalam
menghadapi kehamilan sampai pada
proses kelahirannya. Manfaat lain yang
juga dirasakan adalah program dianggap
dapat membantu meringankan biaya
perneriksaan kesehaian.
Kualitas playanan
Seluruh responden dari kelom-
pok sasaran mengatakan bahwa tidak
ada perbedaan pelayanan kesehatan bagi
pas ien  dar i  ke lo rnpok  pener ima
program maupun dari kelompok pasien
umum. Namun, pada tingkat teknis ada
keluhan dar i  kelompok pener ima
program terhadap pemberlakuan "wajib
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bawa" kartu sehat apabi la akan
melakukan pemeriksaan kehamilan.
Apabila kartu sehat tidak dibawa pada
saat melakukan pemeriksaan mereka
dianggap sebagai pasien utnuln, dan
dikenai biaya pemeriksaan sebesar Rp.
1.500,00 sekali periksa. Perlakuan ini
dianggap merugikan oleh pasien dari
kelornpok penerima program.
Pelayanan juga dikeluhkan oleh
sebagian responden terhadap aara-cara
yang dilakukan bidan dalarn membantu
proses persalinan. Mereka dianggap
kurang rnemiliki sentuhan kemanusiaan
dalam membantu proses kelahiran, tidak
seperti apa yang dilakukan oleh para
dukun bayi.
Keluhan ternyata tidak hanya
oleh responden dari kelompok sasaran
saja, tetapi dilontarkan juga oleh
responden dari kalangan pengelola
program. Mereka rnengeluhkan bahwa
biaya klaim persalinan terhadap peserta
prograln terlalu rendah yaitu hanya se-
besar Rp. 50.000,00. Padahal, apabila
mereka melakukan praktek swasta biaya
persalinan normal untuk setiap pasien
berkisar antara Rp. 100.000,00 sampai
Rp. 125.000,00. Bahkan untuk wilayah
Kotip biaya persalinan pada bidan
praktek srvasta bisa mencapai Rp.
150.000,00. Tabel berikut rnenampilkan
responden dari kelornpok pengelola
yang mengeluhkan kecilnya biaya klaim
persalinan.
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Jenisnva Jumlah Prosentare
Cukup mahal
Sesuai tarif
Terlalu murah
"I'idak ada tanggapan
0
0
5
2 l
0
0
19,23
80.77
Jumlah 26 100
Sumber : Data Primer.
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Tabel T . Tanggapan Bidan terhadap Besarnya Klaim Biaya Persalinan
Dari tabel di atas diketahui bah-
wa t9,23 persen responden menyatakan
bahwa nilai klaim biaya persalinan
terlalu murah. Sedangkan 80,77 persen
tidak memberikan komentar ketika
ditanya mengenai besarnya klairn.
Mereka nampak cukup hati-hati dalam
menanggapi pertanyaan ini. Dari hasil
pengamatan nampaknya tnereka agak
khawatir untuk mengatakan ilai klaim
terlalu rendah. Komentar yang keluar
tidak menjawab pertanyaan tetapi
mereka justru mettgatakan bahwa dalant
melayani pasien dari prograrn JPS-BK
merupakan perbuatan amal; aPabila
akan mencari uang tnereka melayani
pasien dari praktek swasta.
Faktor Pengharnbat dan Pendorong
Pelaksanaan Program
Dari pembahasan di atas ditemu-
kan adanya faktor penghambat dan pen-
dorong pelaksanaan program JPS-BK,
khususnya pada kegiatan pelayanan
kebidanan dan ru.iukan rumah sakit
yaitu:
1. Faktor Penghambat
a. Adanya praktek dukun baYi Yang
tidak rnelibatkan Bidan dalam
proses persalinan.
b. Rendahnya nilai klaim biaYa
persalinan menjadikan motivasi
Bidan agak berkurang dalam
melaksanakan program.
2. Faktor Pendorong
Kesediaan dari seluruh Bidan Desa/
Puskesmas untuk tetap memberikan
pelayanan meskipun imbalan dari
biaya klairn kurang memadai.
KESIMPULAN
Dari hasil analisis di atas daPat
disimpulkan dan diberikan saran-sal'an
untuk melakukan perbaikan pelaksanaan
program sebagai berikut: (1) Ada
perubahan kriteria penentuan kelompok
sasaran. Pada awal program kriteria
lebih menekankan pada kemiskinan
daripada kondisi tisik, Pada pelaksana-
an tahun ke dua, kriteria kemiskinan
lebih ditekankan pada ketidak-mampuan
untulc memenuhi kebutuhan; (2) Tatget
cakupan pelaksanaan program sampai
tahun ke dua belurn dapat terpenuhi.
Namun demikian persentaso cakupan
dari kelompok sasaran yang terlibat di
dalarn progranl rnenunjukkan angka
yarrg cukup besar. Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat ketepatan penerimaan
Jurnal Pembangunan Pedesaan Vol. 1 No. 2 Agustus 2001 : 57-69 rssN. r4rr-9250
program dari kelompok sasaran cukup
tinggi; (3) Program dipandang mampu
memberikan manfaat yang besar bagi
para penerima program; (4) Keberadaan
program dapat dijadikan sarana untuk
lebih memberdayakan para Bidan Desa/
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 1998. Indikttor
Kes ej ahteraan Ralq at. Jakarta.
Kantor Bappeda Kab. Ilanyumas. 1999.
L a p o r a n  P e l a k s a n a a n
Program IPS-BK Kab .
Batryumas.
Keban, Y.T. 1985; Kemiskinan di DIY
dan Jawa Tengah : Suatu
Perband ingan .  Maka lah
Seminar Bulanan P3PK UGM,
Yogyakarta.
69
Puskesmas dan; (5) Keberadaan dukun
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